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Abstrak 
Kajian perbandingan administrasi publik telah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 
administrasi publik. Tujuan paper ini adalah mengetahui reformasi manajemen publik di Indonesia 
dikomparasikan dengan Prancis. Komparasi ini tidak mendudukkan Indonesia vis a vis dengan 
Prancis, namun untuk menemukan lesson learned untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. 
Metode yang digunakan adalah studi pustaka. reformasi manajemen publik di Indonesia 
mempertahankan banyak fitur inti dari negara neopatrimonial yang fundamental, di mana elit 
politik dan ekonomi yang berkuasa melakukan kontrol ketika beroperasi dalam administrasi publik 
Weberian.  Model reformasi negara Prancis sebagaimana negara-negara eropa kontinental 
berdasarkan modernisasi (Bouckaert, Pollitt, 2000). Pada negara Prancis, menganggap 
administrasi negara sebagai domain otonom terpisah dari masyarakat sipil '(Clark, 1998, hal. 100) 
dan diatur oleh aturan hukum. Berdasarkan studi komparasi reformasi manajemen publik di 
Indonesia dan Prancis lesson learned yang dapat penulis sampaikan adalah: a) Pelaksanaan 
Reformasi pada suatu negara harus memperhatikan aspek proses sosial-ekonomi, sistem politik, 
kebijakan elit berkuasa, dan sistem administrasi;  b) Reformasi pada negara maju maupun negara 
berkembang cenderung mengarah pada penciptaan good government dengan mengadopsi prinsip-
prinsip NPM pada tata pemerintahan;  c) Dorongan reformasi untuk membangun good government 
dengan menerapkan NPM melalui paket-paket reformasi harus dibaca ulang disesuaikan dengan 
karakteristik sosial, budaya, politik dan kondisi masyarakat suatu negara. 
 
Kata kunci: perbandingan reformasi, manajemen publik. 
 
Abstract 
Comparative studies of public administration have developed in line with the development of 
public administration science. The purpose of this paper is to find out public management reform 
in Indonesia compared to France. This comparison does not place Indonesia vis a vis with France, 
but to find lessons learned to build a better Indonesia. The method used is literature study. 
Indonesia's public management reforms retain many of the core features of a fundamentally 
neopatrimonial state, over which the ruling political and economic elite exercise control while 
operating within the Weberian public administration. The French state reform model as continental 
 
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.05 No.02 Tahun 2021 
 
 
Copyright@2020; Jurnal Mediasosian - pISSN: 2579-342X, eISSN: 2620-5149| 133  
 
European countries is based on modernization (Bouckaert, Pollitt, 2000). The French state 
considers state administration as an autonomous domain separate from civil society' (Clark, 1998, 
p. 100) and governed by the rule of law. Based on a comparative study of public management 
reform in Indonesia and France, the lessons learned that the author can convey are: a) The 
implementation of reform in a country must pay attention to aspects of socio-economic processes, 
political systems, policies of the ruling elite, and administrative systems; b) Reforms in both 
developed and developing countries tend to lead to the creation of good government by adopting 
the principles of NPM in governance; c) The impetus for reform to build good government by 
implementing NPM through reform packages must be re-read in accordance with the social, 
cultural, political and social characteristics of a country. 
 
Keywords: comparative reform, public management 
 
PENDAHULUAN 
Kajian perbandingan administrasi publik telah berkembang sejalan dengan perkembangan 
ilmu administrasi publik. Kajian perbandingan administrasi publik dibutuhkan untuk kebutuhan 
praktis yang dinamis dan tren global yang memerlukan pengembangan. Merujuk pendapat (Riggs, 
1991) pengalaman Amerika yang benar-benar luar biasa pada pengembangan Ilmu Administrasi, 
mengarahkan pengembangan studi perbandingan administrasi publik pada studi pemerintahan 
“negara lain” sebagai objek kajian. Riggs menyimpulkan, bahwa proses studi perbandingan 
administrasi menghasilkan pengetahuan administrasi yang andal dan mengembangkan prinsip-
prinsip administrasi terpercaya secara inheren. 
Berdasarkan pada pijakan pendapat Riggs tersebut pada kuliah Sejarah dan Teori 
Perbandingan Administrasi Publik penulis akan membahas perbandingan Indonesia dan Prancis 
dari aspek reformasi manajemen publik. Perbandingan administrasi publik yang lintas budaya 
bermanfaat untuk membuat penilaian yang lebih baik bagi cendikiawan ilmu administrasi tentang 
konteks global. Informasi tersebut meningkatkan analisis dan meningkatkan pengetahuan dan 
penilaian tentang administrasi publik. Pada kajian perbandingan administrasi publik, (Riggs, 1991) 
mencatat tentang konteks Administrasi Publik. 
Menariknya kajian perbandingan administrasi publik adalah:  
a) Pertama, perbandingan administrasi publik pencarian pola dan keteraturan tindakan dan 
perilaku melalui analisis komparatif di antara negara-negara. 
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b) Kedua, metode komparatif sangat penting untuk pengembangan teori administrasi dan 
meningkatkan penerapannya (Heady, 2001).  
c) Ketiga, studi komparatif lembaga mempromosikan pemahaman tentang karakteristik global, 
yang disebabkan oleh revolusi teknologi informasi. Karena perspektif komparatif memiliki 
efek  pada administrasi publik untuk melihat tindakan yang lebih luas, mengidentifikasi 
berbagai masalah dan secara bersamaan, meningkatkan pemahaman kita tentang kekurangan 
dan keterbatasan konteks administrasi kita sendiri. 
d) Keempat, administrasi publik komparatif menekankan reformasi dan pengembangan, dan 
penelitian komparatif berpusat pada karakteristik dan kondisi sistem administrasi yang terkait 
dengan kinerja yang baik. (Lynn Jr, 1998) menekankan, warisan konstruktif untuk bidang 
pelayanan publik dan reformasi administrasi  
e) Kelima, pengetahuan dan informasi yang dihasilkan melalui metode komparatif, melayani 
kebutuhan praktisi dan memperluas cakrawala. Melalui perbandingan, praktisi meningkatkan 
kapasitas mereka untuk mengamati, belajar, dan meningkatkan kinerja manajerial (Jreisat, 
2005). 
Ketika membandingkan pengalaman lintas batas negara, para manajer yang berlatih mendapatkan 
pemahaman yang lebih dalam tentang institusi mereka, perubahan demografi komunitas mereka, 
dan “konteks politik yang berbeda” yang mereka hadapi (Khademian, 1998). 
 Tujuan paper ini adalah mengetahui reformasi manajemen publik di Indonesia 
dikomparasikan dengan Prancis. Komparasi ini tidak mendudukkan Indonesia vis a vis dengan 
Prancis, namun untuk menemukan lesson learned untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. 
Sebelum membahas lebih jauh, berikut akan dipaparkan aspek geografis, sistem pemerintahan, 
ekonomi, kepartaian kedua negara. Pembahasan reformasi menajemen publik perlu melihat lebih 
dulu aspek-aspek tersebut. Hal ini karena kebijakan reformasi manajemen publik dipengaruhi 
aspek internal maupun eksternal yang ada dalam negara tersebut. 
  
Geografis Indonesia dan Prancis 
Secara geografis negara Indonesia terletak di Asia Tenggara dan negara Prancis terletak di 
benua eropa. Perbedaan kondisi geografis ini dikaitkan dengan negara-negara disekitarnya yang 
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mempengaruhi budaya, keilmuan, perkembangan ekonomi, dan tata pemerintahan. Berikut 
ditunjukkan letak geografis negara Indonesia dan Prancis.  
 
Gambar 1 Letak Geografis Negara Indonesia dan Negara Prancis 
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/File:France_Indonesia_Locator.svg.  Akses 2 Juni 2020. 
 
 
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PRANCIS 
PRANCIS 
Prancis secara resmi Republik Perancis (Prancis: République française) adalah negara yang 
wilayahnya terdiri dari metropolitan Prancis di Eropa Barat dan beberapa wilayah dan wilayah luar 
negeri. Wilayah metropolitan Prancis membentang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan 
Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudra Atlantik. Berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, dan 
Jerman di timur laut, Swiss, Monako, dan Italia di timur, serta Andorra dan Spanyol di selatan. 
Wilayah luar negeri termasuk Guyana Prancis di Amerika Selatan dan beberapa pulau di Atlantik, 
Pasifik, dan samudera Hindia. 18 wilayah integral negara itu (lima di antaranya berada di luar 
negeri) menjangkau wilayah gabungan 643.801 kilometer persegi (248.573 mil persegi) dan total 
populasi 67,07 juta (per Mei 2020).   
Prancis menerapkan sistem semi-presidensial kesatuan dengan ibukotanya di Paris. Kota 
Paris merupakan yang terbesar di negara Prancis dan pusat budaya dan komersial utama. Daerah 
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perkotaan utama lainnya termasuk Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille dan Nice. Prancis, 
termasuk wilayahnya di luar negeri, memiliki zona waktu paling banyak di negara mana pun, 
dengan total 12 zona waktu. 
Republik Perancis adalah memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Konstitusi Republik 
Kelima disetujui melalui referendum pada tanggal 28 September 1958. Konstitusi tersebut 
memperkuat otoritas eksekutif dalam kaitannya dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri 
memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, saat ini Emmanuel Macron, yang adalah kepala 
negara dan dipilih langsung oleh hak pilih orang dewasa universal untuk masa jabatan 5 tahun 
(sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh 
presiden. 
Parlemen Prancis adalah badan yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée nationale) 
dan Senat (gambar 4) . Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan secara langsung 
dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Majelis memiliki kekuatan untuk memberhentikan pemerintah, 
dan dengan demikian mayoritas dalam Majelis menentukan pilihan pemerintah. Senator dipilih 
oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun (semula masa jabatan 9 tahun), dan setengah dari kursi 
diajukan ke pemilihan setiap 3 tahun. Kekuatan Senat terbatas; dalam hal terjadi perselisihan 
antara kedua kamar, Majelis Nasional memiliki keputusan akhir. Pemerintah memiliki pengaruh 
kuat dalam membentuk agenda Parlemen. 
 
INDONESIA 
Indonesia secara resmi Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Indonesia 
terdiri dari lebih dari tujuh belas ribu pulau, termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan 
Papua. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara ke 14 terbesar berdasarkan 
luas daratan, pada 1.904.569 kilometer persegi (735.358 mil persegi). Dengan lebih dari 267 juta 
jiwa. Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat ke-4 di dunia dan juga negara dengan 
populasi Muslim terbesar. Indonesia terbagi atas 34 provinsi, yang lima memiliki status khusus. 
Ibukota negara ini, Jakarta, adalah wilayah perkotaan terpadat kedua di dunia. Negara ini berbagi 
perbatasan darat dengan Papua Nugini, Timor Timur, dan bagian timur Malaysia. Negara tetangga 
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lainnya termasuk Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Palau, dan Kepulauan Andaman dan 
Nicobar di India.  
Indonesia menerapkan sistem presidensial. Pasca reformasi pada tahun 1998, struktur 
politik dan pemerintahan telah mengalami perubahan besar. Melalui empat amandemen konstitusi 
mengubah kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif (gambar 2). Presiden Indonesia adalah 
kepala negara dan kepala pemerintahan, panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 
direktur pemerintahan dalam negeri, pembuatan kebijakan, dan urusan luar negeri. Presiden dapat 
dipilih maksimal dua masa jabatan lima tahun berturut-turut. Badan perwakilan tertinggi di tingkat 
nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR terdiri dari dua kamar yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan 575 anggota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
dengan 136. Sejak tahun 1999 Indonesia menerapkan sistem multi-partai.  
Tabel 1  
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Prancis. https://en.wikipedia.org/wiki/France#Government; 
Indonesia.https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Government_and_politics. Akses 2 Juni 2020. 
 
 




Gambar 2 Tata Pemerintahan Indonesia 
Sumber data: paparan mendagri, 2014. 
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Gambar 3 Institutions of the Fifth Republic  
Sumber: Institutions of the Fifth Republic. https://en.wikipedia.org/wiki/French_Fifth_Republic 
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Gambar 4 Institutions of the Fifth Republic  
Sumber: Institutions of the Fifth Republic. https://en.wikipedia.org/wiki/French_Fifth_Republic 
 
 
Berdasarkan gambar 2 diatas, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah Presidensil dan 
berdasarkan gambar 4 sistem pemeritahan negara Prancis adalah semi-presidensil. Parlemen 
Prancis adalah badan yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée nationale) dan Senat. Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia  terdiri dari dua kamar yaitu Dewan Perwakilan 
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Sumber data: Country comparison France vs Indonesia. 
https://countryeconomy.com/countries/compare/france/indonesia. Akses 30 Mei 2020. 
data diolah. 
Berdasarkan data diatas, Jika dibandingkan Gross Domestic Product (GDP) Prancis 2,715,580M.$ 
dan 1,022,454M.$ Indonesia artinya nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi Pancis 2x 
lebih tinggi. Pada aspek renking inovasi Pancis pada posis1 16 (2018) dan Indonesia pada posisi 
85 (2018).Berikut dipaparkan data perbandingan pemerintahan Indonesia dan Prancis dari aspek 
Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan secara lebih lengkap. 
 
REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK 
Mengkomparasi reformasi manajemen publik di Indonesia dan Prancis akan menggunakan 
model reformasi manajemen publik yang diajukan (Savoie, 2012)sebagai berikut. 
 
Gambar 5 Reformasi Manajemen Publik. (Savoie, 2012) 
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Berdasarkan model diatas, penjelasan (Savoie, 2012) Poin pertama, dan sangat penting adalah 
bahwa model tersebut menjadikan pemerintah satu negara sebagai kerangka kerjanya. Organisasi 
dan jaringan internasional sering memainkan peran penting dalam reformasi (Mahon dan McBride, 
2009).  Namun demikian, keputusan reformasi kunci secara formal diambil oleh pemerintah 
nasional, bahkan jika mereka melanjutkan di bawah pengaruh jaringan yang lebih luas atau 
organisasi internasional seperti Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD 
atau Bank Dunia.  
Pada bagian tengah-tengah gambar terletak proses pengambilan keputusan elit. Perubahan 
telah didominasi 'top-down', dalam arti perubahan dipahami dan dilaksanakan oleh politisi 
eksekutif dan / atau pegawai negeri senior. Reformasi manajemen publik lebih didominasi peran 
pemerintah pusat yaitu  perubahan yang cenderung dimulai di tingkat atas, dan bukan pada 
jangkauan tata kelola yang lebih rendah, dan yang memungkinkan adanya ukuran pilihan terhadap 
instrumen dan teknik tertentu yang dipilih. Ada lima kotak utama dalam reformasi manajemen 
publik: faktor sosial ekonomi (kotak A), faktor sistem politik (kotak E), keputusan elit (kotak J), 
Sistem Administrasi (kotak K) dan kesempatan  (kotak I). pada paper ini akan difokuskan pada 
reformasi sistem administrasi dilihat dari aspek isi paket kebijakan, proses implementasi dan 
proses reform. 
 
REFORMASI MANAJEMAN PUBLIK INDONESIA DAN PRANCIS 
Reformasi Manajeman Publik Indonesia 
Indonesia telah mengalami perubahan beberapa sistem pemerintahan yang penting yaitu 
orde lama, orde baru dan reformasi. Perubahan sistem pemerintahan yang disertai dengan 
dinamika politik menghasilkan dialektik yang panjang dan perubahan dinamika praktik 
administrasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, administrasi publik Indonesia telah 
mengalami reformasi multidimensi termasuk hukum substansial dan struktural. Dapat dikatakan 
bahwa dinamika internal dan eksternal terlibat dalam proses perubahan. Kekuatan pendorong 
eksternal untuk reformasi administrasi telah menjadi keinginan Indonesia untuk bekerja sama 
secara internasional. Ketika Indonesia menjadi bagian dari ASEAN, serta negara-negara lain dan 
mengalami krisis pada tahun 1997-an, Indonesia melakukan reformasi komprehensif di berbagai 
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bidang diantaranya administrasi publik dengan berbagai upaya untuk membangun sistem 
administrasi yang andal. Krisis ekonomi memaksa  meminjam sejumlah dana pada lembaga donor 
seperti IMF dan Bank Dunia adalah faktor eksternal lain yang mendorong reformasi administrasi 
publik (Sezen, 2011).  
Reformasi Manajeman Publik dilaksanakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip good 
government dalam penyediaan layanan sektor publik. Pada proses reformasi pada dasarnya 
berkaitan dengan sifat hubungan antara politisi dan pembuat kebijakan, manajer dan penyedia 
layanan, dan warga negara dan pengguna layanan. Perubahan reformasi manajemen publik paling 
dinamis di Indonesia terjadi pasca rezim Presiden Soeharto turun dari kekuasaan pada tahun 1998  
karena krisis keuangan Asia 1997-1998 dan ketidakpuasan publik karena kenaikan harga-harga 
kebutuhan pokok yang dipelopori oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, Indonesia 
memasuki masa transisi reformasi (disebut sebagai era reformasi). Dua administrasi pemerintahan 
pasca Presiden Suharto yaitu  pemerintahan Presiden Habibie dan Presiden Abdurahman Wahid. 
Aspek yang berubah diantaranya melonggarkan kontrol terhadap pers, memprakarsai program 
desentralisasi, dan membuat paket otonomi khusus untuk Aceh dan Papua, mulai mereformasi 
sistem pemilihan presiden, dan perbaikan layanan publik.  
Reformasi juga dilakukan melalui langkah-langkah untuk mengurangi peran dwi fungsi 
TNI dalam politik dan ekonomi. Reformasi berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Megawati 
Sukarnoputri (2001-2004), dan kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menang 
dalam pemilihan umum pada tahun 2004, dan terpilih kembali pada tahun 2009, dilanjutkan 
dengan Presiden Joko Widodo yang terpilih pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Berikut 
dipaparkan reformsi manajemen publik untuk meningkatkan pelayanan pada rentang waktu 1998-
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Reformsi Manajemen Publik untuk Meningkatkan Pelayanan 1998-2009  di Indonesia 
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Sumber: (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013) 
 
Reformasi Manajeman Publik Prancis 
Perubahan dalam praktik administrasi sektor publik Perancis telah berjalan hampir tiga 
perempat dari semua struktur manajemen menggunakan instrumen manajemen SDM baru dan 
standar peralatan teknologi informasi (TI) yang tinggi  dan bahkan lebih baik daripada di sektor 
swasta (Guillemot, Perrin, 2010). Prevalensi umum dari tujuan dan sejumlah layanan yang 
dipengaruhi oleh persaingan dari sektor swasta atau yang telah ditenderkan ke sektor swasta 
sebagaimana disampaikan (Savoie, 2012) tentang reformasi di Perancis sebagai bagian negara-
negara Eropa continental. Hal tersebut didasarkan pada praktik-praktik manajemen detail 
(overhaul) daripada benchmarking praktik-praktik pasar. Layanan tersebut dikualifikasikan oleh 
tingkat kemitraan swasta publik dan perjanjian konsesi layanan yang cukup tinggi (public private 
partnerships and service concession agreements). Praktik administrasi di Prancis juga menerapkan 
kemitraan antar departemen (joined-up government) yang sering dikaitkan dengan model pasca 
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New Public Management (NPM), (Kilby, 2011) terutama di Kementerian pekerjaan umum dan 
pertanian Pracis. Berikut data reformsi manajemen publik di Prancis. 
Tabel 4 
Reformsi Manajemen Publik 1980-2006 di Prancis 
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Sumber data: (Savoie, 2012).  
 
ANALISIS REFORMASI MANAJEMAN PUBLIK INDONESIA DAN PRANCIS 
Reformasi manajemen publik di Prancis dan Indonesia dilaksanakan oleh kebijakan sosial-
ekonomi nasional sebagai respon dari kekuatan ekonomi global karena persoalan kegagalan defisit 
fiskal (Prancis) dan krisis keuangan (Indonesia). Tuntutan penerapan good government dengan 
menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, terbuka dan kompetitif. Pada negara 
Prancis diawali terjadi pada 1980 an dan Indonesia diawali 1997-1998. Pada periode waktu 
sebelumnya tettu ada perubahan reformasi, namun gelombang perubahan besar terjadi pada 
rentang waktu sebagaimana disebutkan diatas. Globalisasi ekonomi membawa tekanan pada 
sistem perubahan sistem pemerintahan.  
Dinamika reformasi di negara Perancis melanjutkan culture proses perubahannya sendiri, 
khas dan retorika tentang reformasi administrasi dimana berpusat pada tema-tema modernisasi dan 
desentralisasi. Selama 1980-an terjadi pergeseran ke arah ide-ide neoliberal di kalangan elit di 
Kementerian Keuangan Prancis dalam bentuk mendukung modernisasi sektor publik melalui 
metode sektor swasta, daripada privatisasi maksimal atau pengosongan negara (penjualan BUMN 
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ke swasta) (Purwantiasning et al., 2014). Prancis sering dianggap sebagai negara yang cukup tahan 
terhadap gagasan NPM yang muncul dari Inggris, AS, dan Australia sejak awal 1980-an.  
Sebagian besar ilmuwan politik menganggap Prancis sebagai sistem tradisional yang 
berpusat pada negara, di mana intensitas dan variasi aktivitas kelompok penekan cenderung 
moderat. Sistem ini cenderung mengarah pada korporatisme sektoral daripada pluralisme aktif, 
yaitu pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan sejumlah kecil elit puncak (pengusaha 
besar, serikat pekerja besar), daripada secara khusus pada kelompok. Kesepakatan semacam itu 
telah difasilitasi oleh frekuensi perpindahan anggota korps besar-besaran antara pemerintah dan 
posisi bisnis (pan-touflage). Hal ini sehubungan dengan reformasi manajemen publik, tekanan dari 
warga pada umumnya tampaknya terbatas. Namun demikian, telah ada penurunan kepercayaan 
publik pada sistem Perancis.  Kritik juga terjadi pada kekakuan beberapa layanan publik, korupsi 
dari beberapa elit negara. 
Indonesia masa pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto (1967-
1998), sistem pemerintahan di Indonesia cenderung sentralisme. Pemerintahan dijalankan elit yang 
ada di Jakarta. Kondisi ini berubah dengan persoalan ekonomi terjadi pada 1997-1998 dengan 
adanya krisis keuangan yang memicu krisis ekonomi di Indonesia. Persoalan tersebut mendorong 
komunitas donor internasional mendukung transisi Indonesia menuju demokrasi dan pemerintahan 
yang baik (reformasi). Program reformasi sektor publik bertujuan untuk mendukung program 
desentralisasi negara pada pemerintah lokal provinsi dan kabupten/kota, meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas administrasi, dan mengarahkan kembali administrasi publik yang lebih responsif 
terhadap kebutuhan warga negara. Adapun target reformasi pada sektor-sektor utama, seperti 
kesehatan dan pendidikan. 
Reformasi di Prancis bertitik tolak pada kemunculan berbagai kasus korupsi yang 
dipandang sebagai peristiwa yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan pada 'elit yang 
berkuasa (Howard, 1998). Persoalan lain adalah penunjukan dan kemudahan lain kepada teman 
atau rekan dekat pada persoalan-persoalan pemerintahan (cronyism) telah menjadi endemik pada 
sistem pemerintahan Prancis. Kondisi yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia. Pemerintahan 
yang sentralisme dan kekuasaan yang luas pada masa pemerintahan Presiden Suharto, membuat 
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pemerintahan cenderung korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ekonomi yang tidak stabil 
mendorong dilakukan reformasi. 
Pada pemerintahan Prancis, hilangnya legitimasi pemerintah dimata rakyat menjadi faktor 
yang mendorong elit untuk meluncurkan inisiatif seperti pembuatan dan penerapan piagam 
layanan publik (public service charter) untuk meningkatkan layanan publik. Ada keinginan untuk 
merehabilitasi reputasi aparatur negara, tetapi ada perbedaan mengenai cara terbaik untuk 
melakukannya. Satu garis ketegangan adalah antara elit politik-administrasi pusat dan otonomi 
yang berkembang dari layanan lapangan dari kementerian dan otoritas regional dan lokal. Pada 
negara Prancis masih percaya bahwa reformasi teknokratis yang digulirkan oleh pemerintah pusat 
pada akhirnya dapat berhasil. Pemogokan tahun 1995 memperjelas apa yang seharusnya menjadi 
bukti bahwa negara Perancis tidak dapat direformasi dengan dekrit. Solusi teknokratis, betapapun 
dipahami dengan baik, tidak mungkin ada dalam demokrasi modernis individualis. (Howard, 
1998) Ide-ide NPM negara-negara Anglo-Saxon telah secara luas dirancang ulang dan dilabel 
ulang untuk digunakan di Prancis. Manajemen  kekuasaan memperdebatkan ide-ide baru NPM 
telah banyak berperan dalam jaringan elite Prancis (Bezes, 2007).  
Kondisi Indonesia 1997-1998 dikarenakan krisis ekonomi yang menyebabkan naiknya 
harga-harga kebutuhan pokok mendorong mahasiswa dan masyarakat turun kejalan 
(berdemontrasi) menuntut turunnya Presiden Suharto dari pusaran kekuasaan. Kondisi ini 
disebabkan karena legitimasi negara dimata rakyat hilang. Ide-ide reformasi digulirkan pasca 
turunnya Presiden Suharto dari kepemimpinan nasional diantaranya Desentralisasi, pengaturan 
standarisasi, Results-based management (RBM)Performance- based payment (PBP), Information 
flows and transparency dan peningkatan partisipasi warga negara melalui survei kepuasan 
masyarakat atas layanan publik, Pengawasan komunitas, dan mempromosikan sinergi layanan 
serta  mobilisasi berbagai sumber keahlian / pengetahuan. 
 
REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI 
Sistem Perancis adalah model hukum dalam arti bahwa aturan hukum yang menganggap 
administrasi negara sebagai domain otonom terpisah dari masyarakat sipil (Purwantiasning et al., 
2014). Perancis telah memiliki tradisi administrasi yang kuat sejak masa Napoleon. Reformasi 
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teknokratis menjadi pilihan. Arah terpusat dari aparatur negara oleh dua set korps besar. Set 
pertama bersifat administratif dan terdiri dari Inspection des Finances (semacam inspektorat 
keuangan), Conseil d'Etat (Dewan Negara-pengadilan administrasi tertinggi) dan Cour des 
Comptes (kantor audit nasional). Grup ini merekrut anggota mereka dari Ecole Nationale 
d'Administration (ENA). Hingga tahun 1993, delapan dari sebelas perdana menteri adalah pegawai 
negeri sipil, dan antara tahun 1997 dan 2002, presiden, perdana menteri, dan para menteri 
keuangan dan pertumbuhan ekonomi, urusan luar negeri, pertahanan dan interior, keadilan, urusan 
sosial dan pekerjaan, dan pegawai negeri sipil semuanya adalah Enarques (Individu yang dipilih 
oleh aparatur negara).  
Indonesia sebagai negara yang sebelumnya dijajah Belanda mendapat pengaruh kuat pada 
tatanan pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia lebih condong ke continental. Salah satu 
karakteristik utama dari Eropa Kontinental (civil law) ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis 
dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Reformasi yang digulirkan di Indonesia 
satu contoh mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dengan disahkannya UU Otonomi 
daerah. Desentralisasi adalah jalur utama untuk meningkatkan penyampaian layanan, secara luas 
yang memungkinkan peningkatan kinerja dengan menggerakkan pemerintah lebih dekat dengan 
orang-orang yang dilayani. Dalam hal accountability triangle agen utama, desentralisasi 
menciptakan simpul subnasional tambahan dari aktor-aktor negara, dan mengalihkan pemberian 
layanan kepada entitas lokal (publik, nirlaba, atau swasta) sehingga memperpendek jalan panjang 
menuju akuntabilitas. Desentralisasi meningkatkan efisiensi alokatif melalui layanan yang sesuai 
dengan preferensi warga negara, meningkatkan efisiensi produksi layanan dan pengurangan biaya, 
serta menyelaraskan sumber daya dengan tanggung jawab pemberian layanan melalui berbagai 
kombinasi transfer antar pemerintah dan pendapatan dari sumber sendiri (Birner & Von Braun, 
2009). 
 
REFORMASI INDONESIA DAN PRANCIS 
Pada negara Prancis dua paket reformsi yang utama adalah, pertama, desentralisasi dan 
dekonsentrasi dan, kedua, modernisasi. Pergeseran strategis menuju desentralisasi terjadi pada 
pertengahan 1980-an, ketika pemerintah sosial di bawah Presiden Mitterand mengeluarkan tutor 
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para prefek dan menciptakan universitas lokal sebagai otoritas otonom. Pemilihan langsung 
dilakukan untuk dewan daerah, dan undang-undang selama tahun 1982 memberikan kolektivitas 
lokal yang signifikan dalam perpajakan dan kekuatan pembuatan anggaran. Desentralisasi berarti 
pengalihan wewenang dari negara pusat ke pemerintah daerah dan daerah. Dekonsentrasi berarti 
pelimpahan kompetensi dan wewenang manajerial kepada unit administrasi lokal dari pemerintah 
pusat. Reformasi pertama, otonomi dalam manajemen personalia, dalam manajemen anggaran, 
dan untuk keputusan administratif telah ditransfer ke layanan negara-negara dekonsentrasi. Kedua 
yaitu modernisasi. Perubahan modernisasi menjadi terkenal di bawah Perdana Menteri Rocard 
pada tahun 1989, meskipun diskusi dan inisiatif sebelumnya telah terjadi sepanjang tahun 1980-
an. Pada bulan Februari 1989 Rocard mengeluarkan surat edaran penting berjudul Renouveau du 
service public yang berisi serangkaian inisiatif penciptaan pertanggungjawaban (Centers de 
responsabilite ́CDRs) di dalam kementerian, reformasi kepegawaian, penekanan yang lebih besar 
pada manajemen terdesentralisasi layanan. Ketiga  adalah privatisasi. Pada pemerintah neoliberal 
Chirac (1986-8) mendaftarkan enam puluh lima perusahaan yang akan dijual ke publik. 
Reformasi di Indonesia diarahkan pada Desentralisasi, pengaturan standarisasi, Results-
based management (RBM), Performance based payment (PBP), Information flows and 
transparency dan peningkatan partisipasi warga negara. Desentralisasi aspek utama untuk 
meningkatkan penyampaian layanan secara luas pada masyarakat. Tujuannya untuk 
memungkinkan peningkatan kinerja dengan menggerakkan pemerintah lebih dekat dengan orang-
orang yang dilayaninya. Penetapan standar pemberian layanan diterjemahkan ke dalam peraturan 
dan ditentukan dalam kontrak kinerja. Standarisasi sistem dan prosedur organisasi publik yang 
secara formal menggabungkan penetapan target, penganggaran yang menghubungkan target 
dengan pendanaan, pengukuran kinerja dan pemantauan terhadap target, dan akuntabilitas untuk 
hasil. RBM dan PBM hakikatnya adalah upaya mengintegrasikan prinsip NPM dalam sistem 
pemerintahan.  NPM menyebabkan perhatian pada kontrak sebagai sarana untuk meningkatkan 
kinerja dan akuntabilitas dan memotivasi agen untuk memenuhi tujuan. Jalur menuju peningkatan 
kinerja pemberian layanan ini juga telah terbukti semakin populer di negara-negara berkembang, 
yang telah lama digunakan di sektor infrastruktur. Transparansi dimaksud untuk  ketersediaan dan 
penyebaran informasi mengenai kebijakan, program, alokasi sumber daya, dan hasil relatif 
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terhadap layanan adalah elemen inti dari jalur lain menuju peningkatan penyediaan layanan. 
Partisipasi warga  dimaksud untuk penyampaian layanan, menggabungkan pendapat dan agregasi 
permintaan (survei kepuasan warga negara), pemberdayaan dan tindakan kolektif (pemantauan 
warga / masyarakat), kekuatan pasar dan produksi bersama layanan. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan paparan data dan analisis disimpulkan sebagai berikut: reformasi manajemen 
publik di Indonesia mempertahankan banyak fitur inti dari negara neopatrimonial yang 
fundamental, di mana elit politik dan ekonomi yang berkuasa melakukan kontrol ketika beroperasi 
dalam administrasi publik Weberian. Kekuatan politik orde baru yang bertahan lama di Indonesia 
dari pola-pola lama politik patronase yang didominasi elit dan korupsi yang mengurita. Reformasi 
manajemen publik pada kenyataan terdapat kekuatan yang mendukung patronase politik dan 
dominasi elit, pada sisi lain ada juga kekuatan yang terus mendorong untuk perubahan. 
Konvergensi kekuatan internal dan eksternal, administrasi publik Indonesia mengalami reformasi 
yang signifikan. Dalam inisiasi manajerial reformasi organisasi internasional global seperti IMF, 
Bank Dunia memainkan peran kunci sementara Uni Eropa muncul sebagai aktor berpengaruh 
dalam pengenalan reformasi pemerintah di Indonesia. Perubahan dalam sistem konstitusional, 
pemerintah, ekonomi, dan politik, dan paradigma yang mendasarinya, memiliki dampak tertentu 
pada sistem dan proses administrasi negara, terutama dalam hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat. Sebenarnya, reformasi manajerial dan pemerintahan memiliki potensi untuk 
mengubah peran administrasi publik, serta sifat hubungan antara negara dan masyarakat. 
Kebijakan ekonomi pasar anti-statis, pro-demokrasi, dan pro-kebebasan sebagai kekuatan 
pendorong reformasi. Sistem politik multi partai menjadi hambatan lain untuk mewujudkan 
reformasi administrasi yang bertujuan untuk mendirikan administrasi yang meritokratis dan 
profesional. Kebijakan reformasi Indonesia hakikatnya bertujuan membatasi kekuasaan yang 
tertanam oleh oligarki birokrasi dalam sistem administrasi politik. Pemerintah juga telah 
mereformasi manajerial untuk mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dan 
untuk membuat administrasi publik lebih berorientasi bisnis. Keberhasilan NPM di negara-negara 
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maju telah menyebabkan promosi berkelanjutan dari doktrin NPM di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia. 
Model reformasi negara Prancis sebagaimana negara-negara eropa kontinental berdasarkan 
modernisasi (Savoie, 2012) Pada negara Prancis, menganggap administrasi negara sebagai domain 
otonom terpisah dari masyarakat sipil '(Purwantiasning et al., 2014) dan diatur oleh aturan hukum. 
Perancis telah memiliki tradisi administrasi yang kuat sejak masa Napoleon. Terdapat dua paket 
reformsi yang utama yaitu pertama desentralisasi dan dekonsentrasi, kedua modernisasi. 
Reformasi di Prancis bertitik tolak pada kemunculan berbagai kasus korupsi yang dipandang 
sebagai peristiwa yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan pada elit pemerintah yang 
berkuasa.  Tingkat penyebaran inovasi dan perubahan sumber daya manusia tampaknya lebih sulit 
daripada perubahan dalam metode kualitas atau implementasi orientasi pengguna. Namun 
transformasi ini bervariasi dari satu kementerian ke kementerian lainnya. Karakteristik perbedaan  
antara kementerian sesuai dengan kebijakan yang mengarah berturut-turut di masing-masing 
kementerian. Tiga dekade kemudian, model reformasi berorientasi pemberdayaan dan 
pemberdayaan awal 90-an telah meninggalkan jejak setelah pada pekerjaan umum dan 
kementerian pertanian di mana mereka terutama dilaksanakan. Model reformasi lain yang 
didasarkan pada penyebaran luas dan penggunaan instrumen pemantauan kerja telah menyebar di 
seluruh kementerian keuangan sejak tahun 2000. Perbedaan ini menunjukkan di satu sisi bahwa 
modernisasi dapat mencakup orientasi yang berbeda dan di sisi lain reformasi manajemen publik 
Prancis telah berlabuh dalam perubahan jangka panjang. Reformasi manajemen Publik di Prancis 
menempati peran sentral dalam produktivitas negara. Keinginan meningkatkan layanan publik 
mendorong reformasi dalam kaitannya dengan penanda utama seperti kesetaraan dan netralitas 
negara dan tugas penyediaan layanan publik. 
Berdasarkan studi komparasi reformasi manajemen publik di Indonesia dan Prancis lesson 
learned yang dapat penulis sampaikan adalah: 
a) Pelaksanaan Reformasi pada suatu negara harus memperhatikan aspek proses sosial-
ekonomi, sistem politik, kebijakan elit berkuasa, dan sistem administrasi. 
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b) Reformasi pada negara maju maupun negara berkembang cenderung mengarah pada 
penciptaan good government dengan mengadopsi prinsip-prinsip NPM pada tata 
pemerintahan. 
c) Dorongan reformasi untuk membangun good government dengan menerapkan NPM melalui 
paket-paket reformasi harus dibaca ulang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, 
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